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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi terhadap Qanun
Syariah, dukungan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap
minat menggunakan Pegadaian Syariah di Kabupaten Aceh Singkil.
Meskipun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 telah menjadi landasan
regulasi keuangan syariah, keberadaan regulasi belum tentu secara
langsung meningkatkan minat masyarakat tanpa implementasi yang
efektif dan kepercayaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui
kuesioner berskala Likert terhadap 100 responden vyang dipilih
menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi
linier berganda melalui IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi terhadap Qanun Syariah secara parsial
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Pegadaian
Syariah, sedangkan dukungan pemerintah dan kepercayaan masyarakat
berpengaruh positif dan signifikan. Kepercayaan masyarakat merupakan
faktor paling dominan dengan nilai Standardized Beta sebesar 0,582.
Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan
kontribusi sebesar 78,3%. Temuan ini menegaskan pentingnya
penguatan implementasi kebijakan, edukasi keuangan syariah, serta
peningkatan transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap
prinsip syariah untuk mendorong minat masyarakat.
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This study examines the effects of perceptions of Sharia Qanun,
government support, and public trust on people’s intention to use Sharia
Pawnshop services in Aceh Singkil Regency. Although Aceh Qanun
Number 11 of 2018 provides a regulatory foundation for Islamic finance,
regulation alone may not directly increase public interest without
effective implementation and public trust. This study employed a
guantitative associative approach using primary data collected through
a Likert-scale questionnaire administered to 100 respondents selected
through purposive sampling. The data were analyzed using multiple
linear regression with IBM SPSS Statistics version 26. The results indicate
that perceptions of Sharia Qanun have no significant partial effect on the
intention to use Sharia Pawnshop services, whereas government support
and public trust have positive and significant effects. Public trust
emerged as the most influential factor, with the highest standardized
beta coefficient of 0.582. Simultaneously, the three independent
variables significantly affect public intention, explaining 78.3% of its
variation. These findings highlight the importance of strengthening policy
implementation, expanding Islamic financial education, and enhancing
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transparency, professionalism, and compliance with Sharia principles to
increase public interest in Sharia Pawnshop services.
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Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa
tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (0OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah meningkat
secara signifikan dari Rp296.261,97 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp868.985,73 miliar pada tahun 2023,
dengan pangsa pasar yang mencapai sekitar 7% dari total industri perbankan nasional(OJK, 2023). Peningkatan
tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang
sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Potensi besar ini juga dibuktikan dengan lonjakan jumlah
masyarakat yang membuka rekening pada lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun (Rambe & Imsar, 2025;
Pranata et al., 2026; Fitri et al., 2026).

Grafik Pertumbuhan Jumlah Rekening Nasabah Perbankan Syariah
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Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Jumlah Rekening Nasabah Perbankan Syariah (2020 - Juni 2025)
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat tren positif pertumbuhan jumlah rekening nasabah Dana Pihak Ketiga
(DPK) pada perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah rekening tercatat sebanyak 36,43 juta,
kemudian mengalami peningkatan konsisten menjadi 42,32 juta (2021), melonjak ke 51,79 juta (2022), dan
mencapai 56,95 juta pada tahun 2023. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga mencapai 61,16 juta rekening
pada tahun 2024, dan menyentuh angka 63,92 juta rekening pada paruh pertama (Juni) tahun 2025.
Peningkatan kuantitas nasabah yang sangat signifikan ini membuktikan bahwa penerimaan masyarakat
terhadap keuangan syariah terus membesar. Namun, pertumbuhan volume dan minat yang tinggi ini ternyata
berbanding terbalik dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanannya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan
syariah meningkat dari 39,11% pada SNLIK 2024 menjadi 43,42% pada SNLIK 2025, atau meningkat sebesar 4,31
poin persentase. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat literasi keuangan syariah masih lebih rendah
dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 66,45% (OJK & BPS, 2024). Kondisi tersebut

AL HISBAH / & Vol. 6 No. 2 Tahun 2026 45

Jurnal Ekonomi Islam https://doi.org/10.57113/his.v5il

AL-HISBAH


mailto:nuniasnitabarasa@gmail.com

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat
Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah di Aceh Singkil, Nuni Asnita Barasa, Sugianto,et all

menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan industri keuangan syariah dengan
tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Rendahnya literasi tersebut
berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah.
Provinsi aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain di
Indonesia karena memperoleh kewenangan khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Sebagai implementasinya, pemerintah aceh
menetapkan ganun aceh 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mewajibkan penyelenggaraan
aktivitas lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong transformasi
sistem keuangan menuju sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memperkuat
pengembangan industri keuangan syariah di aceh.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis
syariah adalah Pegadaian Syariah. Melalui akad rahn, pegadaian syariah menawarkan alternatif pembiayaan
yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menerapkan sistem bunga. Meskipun demikian, keberadaan regulasi
belum tentu secara otomatis meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ganun aceh nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya
bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada sejauh mana regulasi tersebut dipahami oleh
masyarakat, didukung melalui berbagai program pemerintah, serta mampu membangun kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan
keuangan syariah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pemahaman terhadap regulasi yang
berlaku, dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga keuangan syariah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi, dukungan pemerintah, dan kepercayaan
masyarakat merupakan faktor yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan
keuangan syariah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh literasi keuangan,
religiusitas, kualitas layanan, maupun promosi terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah.
Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh ganun syariah, dukungan pemerintah, dan kepercayaan
masyarakat terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah, khususnya di kabupaten aceh singkil,
masih relatif terbatas. Padahal, kabupaten aceh singkil merupakan bagian dari provinsi aceh yang juga
menerapkan ganun lembaga keuangan syariah, sehingga menarik untuk mengetahui sejauh mana regulasi
tersebut, disertai dukungan pemerintah dan kepercayaan masyarakat, memengaruhi minat masyarakat dalam
menggunakan Pegadaian Syariah (Harahap et al., 2025; Ritonga et al., 2023).

Kabupaten aceh singkil dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten di
provinsi aceh yang telah menerapkan ganun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
Meskipun demikian, karakteristik masyarakat aceh singkil yang heterogen dari sisi sosial, ekonomi, dan tingkat
pemahaman terhadap keuangan syariah menjadikan minat masyarakat dalam menggunakan pegadaian syariah
menarik untuk dikaji. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum tentu mampu
meningkatkan minat masyarakat tanpa didukung oleh peran pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ganun syariah,
dukungan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian
syariah di kabupaten aceh singkil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat
dalam menggunakan lembaga keuangan syariah, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan pegadaian syariah
dalam merumuskan strategi peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah.

Tinjauan Literatur
Teori Minat

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan perhatian, rasa suka, dan ketertarikan
terhadap suatu objek sehingga mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari
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pihak lain. Menurut Slameto (2015), minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau
aktivitas yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga mendorongnya untuk memberikan perhatian dan
melakukan tindakan terhadap objek tersebut. Semakin tinggi minat seseorang, semakin besar
kecenderungannya untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Slameto (2015) juga menjelaskan bahwa minat
merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri individu setelah adanya perhatian, pengalaman, serta
perasaan senang terhadap suatu objek. Minat tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses
belajar, pengalaman, dan interaksi individu dengan lingkungannya.

Minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal meliputi
kepercayaan, persepsi, pengetahuan, dan pengalaman terhadap produk atau jasa, sedangkan faktor eksternal
meliputi regulasi pemerintah, dukungan kelembagaan, lingkungan sosial, serta kemudahan akses terhadap
layanan (Kotler & Keller, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan Lubango et al. (2025) dan Hoque et al. (2022)
yang mengemukakan bahwa kontrol perilaku, kemudahan akses, serta tingkat pemahaman produk merupakan
pendorong utama yang membentuk sikap dan minat masyarakat dalam mengadopsi layanan perbankan syariah.
Dalam konteks penelitian ini, faktor eksternal tersebut direpresentasikan oleh variabel ganun syariah dan
dukungan pemerintah, sedangkan faktor internal direpresentasikan oleh kepercayaan masyarakat. Ketiga faktor
tersebut dipilih karena secara teoritis mampu memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan
Pegadaian Syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi dan loyalitas masyarakat terhadap layanan
keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis dan manajerial. Penelitian Budiantoro et al. (2024)
menemukan bahwa dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis sangat efektif dalam memperkuat
kelembagaan dan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah. Upaya penguatan tersebut didukung oleh
berbagai inisiatif, termasuk diferensiasi produk, inovasi, serta fokus pada pengembangan bisnis digital untuk
menarik pasar yang lebih luas. Selain itu, dari sisi perilaku konsumen, studi yang dilakukan oleh Abror et al.
(2019) membuktikan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan
nasabah. Kepuasan ini merupakan fondasi utama yang secara signifikan mendorong terciptanya keterikatan
(engagement) dan loyalitas nasabah untuk terus menggunakan layanan institusi keuangan syariah. Temuan
tersebut juga diperkuat oleh Nugraha et al. (2022) yang menyatakan bahwa inovasi produk dan reputasi lembaga
merupakan faktor penentu pengalihan orientasi nasabah menuju lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu,
diperlukan strategi komunikasi dan edukasi publik yang terencana untuk memperluas penetrasi pasar LKS di
tingkat daerah (Prastiwi et al., 2022).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat dipahami bahwa minat masyarakat dalam
menggunakan layanan keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh
faktor regulasi, dukungan pemerintah, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh
karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga faktor yang diduga memengaruhi minat masyarakat
menggunakan pegadaian syariah, yaitu ganun syariah, dukungan Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat.
Ketiga variabel tersebut dipilih karena relevan dengan kondisi provinsi aceh yang menerapkan ganun aceh
nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah sekaligus memiliki karakteristik kelembagaan yang
berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Persepsi Qanun Syariah

Qanun Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh sebagai
bentuk pelaksanaan kekhususan Aceh dalam menyelenggarakan syariat Islam sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Republik Indonesia, 2006). Dalam bidang
ekonomi, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
yang mengatur penyelenggaraan seluruh aktivitas lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah (Pemerintah
Aceh, 2018). Implementasi Qanun ini secara empiris terbukti memberikan dampak positif signifikan terhadap
kinerja dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Aceh(Purwanto et al., 2025), meskipun dalam praktiknya
masih menghadapi tantangan teknis terkait adaptasi skema pembiayaan di lapangan (Yusmalinda et al., 2022).
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Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, hadir Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga
keuangan nonbank dengan layanan pembiayaan berdasarkan akad rahn yang mengacu pada Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 (Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama
Indonesia, 2002). Dalam perspektif Institutional Theory, regulasi berfungsi sebagai tekanan institusional
(coercive pressure) dari otoritas formal yang mendorong lembaga keuangan untuk menyesuaikan diri dan
meningkatkan kepatuhan syariah demi memperoleh legitimasi penuh dari masyarakat (Alam & Miah, 2024;
Dimaggio & Powell, 1983). Selain itu, jaminan kepatuhan syariah (shariah compliance) yang dipayungi oleh
regulasi berperan sebagai variabel pemoderasi kuat yang mampu memperkuat kepuasan dan niat perilaku
masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan keuangan syariah (Ramadan et al., 2023). Keberadaan dan
penerapan sistem pembiayaan syariah ini pada akhirnya tidak hanya memberikan dampak positif terhadap
aktivitas ekonomi (Fuad & Trianna, 2018), tetapi secara makro juga berkontribusi nyata terhadap perluasan
inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Farah et al., 2025; Menne et al., 2023).

Edukasi Pemerintah

Edukasi pemerintah  merupakan bentuk upaya vyang dilakukan pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, promotif, dan fasilitatif (Sekretariat
Kabinet RI, 2021). Bentuk edukasi tersebut dapat berupa sosialisasi, peningkatan literasi keuangan syariah,
pembinaan masyarakat, penyediaan fasilitas, maupun kerja sama penyuluhan dengan lembaga keuangan
syariah. Berbeda dengan Qanun Syariah yang berorientasi pada substansi aturan hukum, edukasi pemerintah
lebih menekankan pada pemahaman dan implementasi kebijakan di lapangan. Dalam perspektif Institutional
Theory, edukasi yang difasilitasi oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan
kelembagaan yang mendukung perubahan perilaku masyarakat melalui pembinaan informasi (DiMaggio &
Powell, 1983).

Implementasi edukasi ini tidak hanya terbatas pada kampanye literasi dasar, tetapi mencakup
penyampaian informasi strategis seperti sinkronisasi regulasi daerah dan nasional untuk menjamin kepastian
hukum (Faisal et al., 2025), penyediaan roadmap pengembangan industri halal (Batubara & Harahap, 2022),
serta penetapan standar pelaporan dan tata kelola yang transparan (Elhalaby et al., 2023). Melalui edukasi,
pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengenalkan keragaman lembaga keuangan syariah non-
bank, seperti Pegadaian Syariah, guna mencegah potensi monopoli perbankan di Aceh pasca berlakunya Qanun
(Fahmi, 2023). Upaya pengenalan ini juga diimbangi dengan edukasi mengenai pengawasan tata kelola
(governance) yang ketat agar integritas operasional tetap terjaga di mata publik (Zuhroh, 2022). Edukasi ini
menyadarkan masyarakat bahwa Pegadaian Syariah menyediakan fasilitas pembiayaan produktif yang aman
bagi pelaku usaha mikro dan kelompok perempuan di level akar rumput (Fahmi, 2023). Dengan demikian,
semakin optimal edukasi lapangan dari pemerintah yang dirasakan, semakin tinggi pula minat masyarakat dalam
menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan (trust) merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan, integritas, dan niat baik
pihak lain dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menurut Mcknight et al. (1998), kepercayaan dibangun
melalui tiga dimensi utama, yaitu competence, integrity, dan benevolence, yang menjadi dasar seseorang dalam
menentukan apakah suatu lembaga layak dipercaya. Dalam konteks Pegadaian Syariah, kepercayaan masyarakat
mencerminkan keyakinan bahwa lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan yang profesional,
transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah, seperti pengenaan biaya administrasi dan pemeliharaan tanpa sistem
bunga, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat bahwa seluruh transaksi
dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terlebih lagi, lembaga keuangan syariah non-bank memiliki
potensi besar dalam mengintegrasikan instrumen sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan (Sugianto et al., 2022). Studi oleh (Albaity & Rahman, 2021) mengonfirmasi
bahwa kepercayaan (trust) merupakan prediktor kunci yang memediasi keputusan dan loyalitas nasabah.
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Sebaliknya, kurangnya transparansi dan tingginya skeptisisme publik dapat dengan cepat menurunkan minat
adopsi masyarakat (Trisanty et al., 2024). Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan ulama menjadi sangat
krusial dalam membangun kembali kepercayaan tersebut (Yuslem et al., 2023). Semakin tinggi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan dan integritas lembaga, semakin besar kecenderungan mereka
untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah (Mcknight et al., 1998).

Kerangka Konseptual
Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini
dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Persepsi Qanun syariah (X;) diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan
pegadaian syariah (Y). Keberadaan ganun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah
diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan
keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Edukasi pemerintah (X;) diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan
Pegadaian Syariah (Y). Edukasi pemerintah melalui sosialisasi, literasi keuangan syariah, serta berbagai
program pendukung diyakini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mendorong
penggunaan layanan pegadaian syariah.

c. Kepercayaan masyarakat (X3) diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan
pegadaian syariah (Y). Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme,
keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah pegadaian syariah, maka semakin tinggi pula minat
masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut.

d. Persepsi Qanun syariah, Edukasi pemerintah, dan kepercayaan masyarakat secara simultan diduga
berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah. Ketiga variabel tersebut
saling melengkapi dalam membentuk minat masyarakat, di mana regulasi memberikan dasar hukum,
dukungan pemerintah memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan kepercayaan masyarakat
menjadi faktor psikologis yang mendorong keputusan untuk menggunakan layanan pegadaian syariah.

~— Persepsi Qanun Syariah (X1)

Minat Masyarakat Dalam
- Edukast Pemenntah ((2) |————— Manggunakan Pegadaian
Syariah (Y)

- \ =

— Kepercayaan Masyarakat (£3)

Gambar 2. Kerangka Konseptual

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis
pengaruh persepsi terhadap ganun syariah (X;), edukasi pemerintah (X;), dan kepercayaan masyarakat (Xs)
terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah (Y) di Kabupaten Aceh Singkil. Populasi penelitian
mencakup masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang mengetahui keberadaan pegadaian syariah. Karena jumlah
populasi yang memenuhi karakteristik tersebut tidak diketahui secara pasti, ukuran sampel ditentukan
menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat kepercayaan 95% (Z = 1,96), proporsi (p) 0,5, dan tingkat
kesalahan (d) 10% (Lemeshow et al., 1990). Hasil perhitungan menghasilkan sampel minimum 96 responden
yang kemudian ditetapkan menjadi 100 responden. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive
sampling dengan kriteria berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, mengetahui
keberadaan pegadaian syariah, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.
Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari 1 (Sangat
Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah, peraturan
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perundang-undangan, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen relevan
lainnya. Variabel independen terdiri atas persepsi terhadap ganun syariah (X;), edukasi pemerintah (X;), dan
kepercayaan masyarakat (Xs), sedangkan variabel dependen adalah minat masyarakat menggunakan pegadaian
syariah (Y). Indikator setiap konstruk dikembangkan dengan mengadaptasi penelitian terdahulu yang relevan
dan disesuaikan dengan konteks penelitian.

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26.
Sebelum pengujian hipotesis, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dilakukan pengujian asumsi
klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui
uji t untuk mengidentifikasi pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh
secara simultan, serta koefisien determinasi (R?) untuk menjelaskan kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Model empiris penelitian dirumuskan sebagai MPS = a + B:PQS + B2EP + BsKM + e,
dengan MPS sebagai minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah, PQS sebagai persepsi terhadap ganun
syariah, EP sebagai edukasi pemerintah, KM sebagai kepercayaan masyarakat, a sebagai konstanta, B1—Bs
sebagai koefisien regresi, dan e sebagai error term.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden
dan distribusi jawaban kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden di Kabupaten Aceh Singkil.
Karakteristik Responden Berdasarkan hasil pengumpulan data, karakteristik 100 responden dalam penelitian ini
dapat dideskripsikan berdasarkan profil demografi, yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Responden

Karakteristik Kategori Jumlah (n) Persentase (%)
Jenis Kelamin Perempuan 77 77,0
Laki-Laki 23 23,0
Usia Lebih dari 17 tahun 100 100,0
Total 100 100,0

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh responden dalam penelitian ini merupakan kelompok usia lebih dari 17
tahun sebesar 100,0%. Berdasarkan jenis kelamin, responden terbanyak adalah perempuan dengan persentase
sebesar 77,0%, sementara laki-laki sebanyak 23,0%.

Deskripsi Variabel Penelitian Analisis deskriptif variabel bertujuan untuk mengetahui kecenderungan
jawaban responden terhadap masing-masing variabel berdasarkan total skor skala Likert (dari 10 item
pernyataan per variabel). Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistika Deskrptif Variabel

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Qanun Syariah 100 30.00 48.00 43.8700 3.51521
Dukungan Pemerintah 100 30.00 48.00 43.7200 3.92114
Kepercayaan 100 30.00 50.00 44.4500 3.27024
Masyarakat
Minat Menggunakan 100 30.00 50.00 44,3100 3.32938
Pegadaian
Valid N (listwise) 100

Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan Tabel 2, variabel Persepsi Qanun Syariah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 43,87 (dari

skor maksimal 50), yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memberikan respons yang sangat baik
terhadap regulasi tersebut. Variabel Edukasi Pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 43,72, sedangkan
Kepercayaan Masyarakat memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 44,45. Sementara itu, variabel Minat
Menggunakan Pegadaian Syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 44,31. Keseluruhan variabel memiliki standar
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deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa sebaran data jawaban responden
homogen, merata, dan tidak memiliki penyimpangan (outlier) yang ekstrem.

1. Uji Validitas

Salah satu proses penting dalam membuat atau menggunakan alat ukur seperti tes atau kuesioner adalah
pengujian validitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif instrumen tersebut mengukur
komponen target. Sebagai uji validitas, peneliti biasanya menggunakan korelasi Pearson (Krieglstein et al., 2023).
Temuan dari perhitungan koefisien korelasi Pearson perlu dievaluasi untuk melihat apakah item pertanyaan
sesuai untuk menunjukkan ketergantungan instrumen. Tabel distribusi korelasi Pearson, yang sering dikenal
sebagai "tabel r", atau uji statistik dapat digunakan untuk menentukan signifikansi data korelasi. Tabel dengan
nilai ambang batas yang penting untuk koefisien korelasi Pearson pada tingkat signifikansi tertentu disebut
sebagai Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel Item R hitung | R tabel
Pertanyaan

PQS1 0.637

PQS2 0.530

PQS3 0.408

PQS4 0.499

. . PQS5 0.594
Persepsi Qanun Syariah PQS6 0.506 0.1966

PQS7 0.677

PQS8 0.565

PQS9 0.469

PQS10 0.525

EP1 0.602

EP2 0.606

EP3 0.654

EP4 0.722

. . EP5 0.569
Edukasi Pemerintah EP6 0.612 0.1966

EP7 0.461

EP8 0.322

EP9 0.582

EP10 0.672

KM1 0.508

KM?2 0.536

KM3 0.460

KM4 0.449

Kepercayaan KM5 0.595
Masyarakat KM6 0.653 0.1966

KM7 0.472

KM8 0.525

KM9 0.547

KM10 0.483

MPS1 0.610

MPS2 0.566

MPS3 0.537

. MPS4 0.582
Minat Menggunakan MPS5 0522 | 0.1966

Pegadaian Syariah

MPS6 0.313

MPS7 0.621

MPS8 0.499

MPS9 0.534
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| | wmpsi0 | 0482 | |
Sumber: Data Diolah 2026
Selanjutnya, perbandingan dibuat antara nilai ambang batas penting yang ditemukan pada r-tabel dan

temuan korelasi Pearson (r-hitung) pada Tabel 1. dengan derajat bebas N-2 = 100-2 = 98 sebesar 0,1966 untuk
menilai signifikansi temuan asosiasi. Semua pertanyaan penelitian dapat dianggap sah karena nilai korelasi
Pearson yang dihitung (r-hitung) lebih tinggi dari r-tabel. Uji validitas telah selesai dilakukan sebelum uji
reliabilitas dijalankan.
2. Uji Reliabilitas
Sebelum menggunakan tes dan kuesioner untuk penelitian dan pengembangan, sangat penting untuk
melakukan uji reliabilitas. Reliabilitas diukur berdasarkan ekspektasi bahwa pengukuran berulang terhadap
konsep atau variabel yang sama akan menghasilkan temuan yang konsisten (Krieglstein et al., 2023).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s
alpha
Persepsi Qanun Syariah 0,734
Edukasi Pemerintah 0,784
Kepercayaan Masyarakat 0,707
Minat Menggunakan Pegadaian Syariah 0,716

Sumber: Data Diolah 2026
Nilai Cronbach's alpha umumnya diinterpretasikan jika nilai alpha > 0,70, instrumen dianggap memiliki

reliabilitas yang baik. Nilai Cronbach's alpha (Tabel 4) seluruh variabel >0,70. Sehingga, keempat variabel
penelitian dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah salah satu uji paling dasar dalam analisis regresi. Residual, atau kesalahan, yang
dihasilkan oleh model regresi harus memiliki distribusi normal agar hal ini berlaku (Habibzadeh, 2024). Salah
satu metode untuk menentukan normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 100
Normal Parameters®® Mean .0000000
Std. Deviation 1.55005679
Most Extreme Absolute .056
Differences Positive .056
Negative -.052
Test Statistic .056
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢¢

Sumber: Data Diolah 2026
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa residu data berdistribusi normal karena p-value (Asymp. Sig 2-

tailed) sebesar 0,200 dari uji normalitas lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan (0,05).

4. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasil) yang signifikan antar
variabel bebas (Kyriazos & Poga, 2023). Uji multikolinearitas dengan SPSS ditunjukkan lewat tabel Coefficient,
yaitu pada kolom Tolerance dan kolom VIF (Variancel Inflated Factors). Tolerance adalah indikator seberapa
banyak variabilitas sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance >
0,10 dan jika nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 6.Hasil Uji Multikolinearitas
\ Model Collinearity Statistics
‘ Tolerance | VIF
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\ 1 (Constant)

‘ Persepsi Qanun Syariah .297 3.369
\ Edukasi Pemerintah .249 4.012
\ Kepercayaan Masyarakat .346 2.893

Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan tabel 6, nilai Tolerance untuk seluruh variabel independen adalah > 0,10 dan nilai Variance

Inflation Factor (VIF) seluruh variabel independen adalah <10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

5. Uji Heteroskedetisitas
Uji Heteroskedetisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan
varian. Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk
semua nilai variabel bebas, dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak
samaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya (Kumar, 2023).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients®
Model Unstandardized Coefficients Sig.
B Std. Error
1 (Constant) 5.049 1.336 .000
Persepsi Qanun Syariah -.033 .049 .509
Edukasi Pemerintah -.052 .048 .283
Kepercayaan Masyarakat -.003 .049 946
a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan hasil Uji Glejser, nilai signifikansi variabel Persepsi Qanun Syariah sebesar 0,509, Edukasi
Pemerintah sebesar 0,283 dan Kepercayaan Masyarakat sebesar 0,946. Karena seluruh nilai tersebut lebih besar
dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk membandingkan banyak variabel independen terhadap satu variabel dependen
dalam model regresi (Alita et al., 2021). Dengan menggunakan uji t, peneliti dapat menentukan apakah variabel
bebas tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Yu et al., 2022). Adapun hasil uji
t disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji t

Model Standardized T Sig.
Coefficients
Beta

1 (Constant) 2.786 .006
Persepsi Qanun Syariah -.133 -1.519 .132
Edukasi 465 4.882 | .000
Pemerintah
Kepercayaan 582 7.196 .000
Masyarakat

Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, Variabel Persepsi Qanun Syariah (X;) memiliki nilai t-hitung sebesar

-1,519, sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,661. Karena nilai absolut t-hitung 1,519 < 1,661 dan nilai signifikansi
sebesar 0,132 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada Qanun Syariah tidak
berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa
persepsi terhadap Qanun Syariah berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian ditolak.

Variabel Edukasi Pemerintah (Xz) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,882 > 1,661 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian,Edukasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat
Menggunakan Pegadaian. Artinya, semakin baik Edukasi Pemerintah, maka semakin tinggi Minat Masyarakat
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dalam Menggunakan Pegadaian. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Edukasi Pemerintah
berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian diterima.

Variabel Kepercayaan Masyarakat (Xs) memiliki nilai t-hitung sebesar 7,196 > 1,661 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, semakin tinggi Kepercayaan Masyarakat terhadap Pegadaian,
maka semakin tinggi pula Minat Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian. Dengan demikian, hipotesis yang
menyatakan bahwa Kepercayaan Masyarakat berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian diterima.

Berdasarkan nilai Standardized Beta, Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai Beta paling tinggi, yaitu
sebesar 0,582, dibandingkan dengaanb Edukasi Pemerintah sebesar 0,465 dan Persepsi Qanun Syariah sebesar
-0,133. Dengan demikian, Kepercayaan Masyarakat merupakan variabel yang paling dominan dalam
memengaruhi Minat Menggunakan Pegadaian dibandingkan dengan variabel independen lainnya.

Uji F (Simultan)

Uji F dalam analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen
secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji F
bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan
antara variabel bebas dan variabel terikat (Xu & Li, 2025).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

a) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.

b) lJika nilai F-hitung > F-tabel maka hipotesis diterima.

c) Sebaliknya, jika Sig. > 0,05 maka model tidak signifikan.

Tabel 9.Hasil Uji F

ANOVA?®
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
1 Regression 859.525 3 286.508 115.632 .000°
Residual 237.865 96 2.478
Total 1097.390 99
a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Pegadaian
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Masyarakat, Qanun Syariah, Dukungan Pemerintah

Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9, diperoleh nilai F-hitung sebesar 115,632 > 2,70 dengan tingkat

signifikansi < 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini
signifikan. Dengan demikian, seluruh variabel X secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat
Menggunakan Pegadaian Syariah. Ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-
sama mampu menjelaskan variasi dalam Minat Menggunakan Pegadaian syariah.

Uji R Square

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi (Roustaei, 2024). Nilai R?
berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi variabel bebas dalam
menjelaskan variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji R Square
Model Summary

Model R R Square Adjusted R Std. Error of
Square the Estimate
1 . .885° | 783 | 776 | 1.57409

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Masyarakat, Persepsi Qanun
Syariah, Edukasi Pemerintah
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Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan hasil tabel 10, diperoleh nilai R Square sebesar 0,783 dan Adjusted R Square sebesar 0,776.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel X mampu menjelaskan sebesar 78,3% variasi dalam Minat
Menggunakan Pegadaian Syariah. Sementara itu, sebesar 21,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar
model penelitian ini yang tidak diteliti. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,776 menunjukkan bahwa setelah
disesuaikan dengan jumlah variabel independen, model tetap memiliki kemampuan penjelasan yang kuat, yaitu
sebesar 77,6%. Selain itu, nilai R sebesar 0,885 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen berada dalam kategori kuat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang baik dalam menjelaskan Minat Menggunakan Pegadaian Syariah.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak
bebas/ dependen dengan dua atau lebih variabel bebas/independen. Tujuan dari uji regresi linier berganda
adalah untuk memprediksi nilai variable tak bebas/ dependen apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ independen
diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan
variabel - variabel bebasnya (Indartini & Mutmainah, 2024).

Tabel 11. Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients®
Model Unstandardized
Coefficients
B Std. Error

1 (Constant) 6.250 2.243
Persepsi Qanun Syariah -.126 .083
Edukasi 395 081
Pemerintah
Kepercayaan 592 082
Masyarakat

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Pegadaian

Sumber: Data Diolah 2026
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 11, diperoleh persamaan regresi sebagai

berikut:

MPS = 6,250 - 0,126PQS + 0,395EP + 0,592KM + e
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,250 berarti apabila Persepsi Qanun

Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat dianggap bernilai konstan, maka nilai Minat
Menggunakan Pegadaian adalah sebesar 6,250. Koefisien regresi variabel Qanun Syariah (X;) sebesar -0,126
menunjukkan hubungan negatif terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, setiap peningkatan satu
satuan Persepsi Qanun Syariah akan diikuti dengan penurunan Minat Menggunakan Pegadaian sebesar 0,126
satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi variabel Edukasi Pemerintah (X,) sebesar 0,395
menunjukkan hubungan positif terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, setiap peningkatan satu
satuan Edukasi Pemerintah akan diikuti dengan peningkatan Minat Menggunakan Pegadaian sebesar 0,395
satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya, koefisien regresi variabel Kepercayaan Masyarakat
(X3) sebesar 0,592 menunjukkan hubungan positif terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, setiap
peningkatan satu satuan Kepercayaan Masyarakat akan diikuti dengan peningkatan Minat Menggunakan
Pegadaian sebesar 0,592 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Hasil pengujian membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap Qanun Syariah secara parsial tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan minat menggunakan Pegadaian Syariah. Artinya,
meskipun masyarakat mengetahui dan memiliki pandangan tertentu mengenai keberadaan regulasi formal
(Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018), pengetahuan tersebut belum cukup kuat untuk secara otomatis
mendorong masyarakat berhijrah menggunakan layanan syariah.Kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif
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Institutional Theory (Dimaggio & Powell, 1983). Secara teori, regulasi berfungsi sebagai tekanan institusional
(coercive pressure) dari otoritas formal. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap
tekanan regulatif saja tidak memadai jika hanya sebatas tahu adanya aturan, tanpa diiringi pemahaman
mendalam. Persepsi Qanun Syariah lebih berfungsi menciptakan kesadaran akan lingkungan kelembagaan,
tetapi tidak serta-merta menyentuh aspek psikologis konsumen untuk bertindak. Temuan ini sejalan dengan
pandangan Yusmalinda et al. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi Qanun Syariah di Aceh pada
praktiknya masih menghadapi tantangan teknis dan adaptasi dari masyarakat di lapangan. Selain itu, hasil ini
memberikan indikasi bahwa jaminan kepatuhan syariah yang dipayungi regulasi, sebagaimana temuan Alam &
Miah (2024), membutuhkan instrumen pendukung lain (seperti edukasi) agar persepsi tersebut benar-benar
mampu mengubah perilaku dan minat masyarakat secara riil.

Pengaruh Edukasi Pemerintah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Berbeda dengan sekadar persepsi terhadap regulasi, hasil penelitian membuktikan bahwa Edukasi
Pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan minat masyarakat. Upaya
pemerintah yang turun langsung melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan literasi, dan edukasi terbukti jauh
lebih efektif dalam menarik minat masyarakat. Dari sudut pandang Institutional Theory, temuan ini
membuktikan bahwa pembentukan lingkungan kelembagaan yang ideal tidak cukup hanya mengandalkan
coercive pressure (paksaan aturan), tetapi sangat membutuhkan dukungan edukatif dan fasilitatif. Pemerintah
berperan krusial dalam "menerjemahkan" kebijakan menjadi bahasa yang mudah dipahami publik, sehingga
masyarakat tidak hanya mempersepsikan adanya aturan syariah, tetapi juga paham manfaat menggunakan
layanan Pegadaian Syariah. Hasil ini mengonfirmasi temuan Budiantoro et al. (2024) yang menyatakan bahwa
dukungan pemerintah melalui inisiatif strategis sangat efektif dalam memperkuat kelembagaan industri
keuangan syariah. Temuan ini juga memperkuat gagasan Prastiwi et al. (2022) bahwa diperlukan strategi
komunikasi dan edukasi publik yang terencana dari pemerintah untuk memperluas penetrasi pasar lembaga
keuangan syariah di tingkat daerah.

Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan Masyarakat memiliki pengaruh positif, signifikan, dan
bahkan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong minat masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa
masyarakat Aceh Singkil menjadikan faktor keamanan, profesionalisme, transparansi operasional, dan
kesesuaian tanpa bunga sebagai pertimbangan utama dalam menggunakan Pegadaian Syariah. Kondisi ini sangat
selaras dengan teori kepercayaan dari McKnight et al. (1998). Berdasarkan teori tersebut, minat nasabah
terbentuk secara kokoh jika lembaga keuangan mampu memenuhi tiga dimensi utama: competence, integrity,
dan benevolence. Kepercayaan menjadi jembatan psikologis yang menghilangkan keraguan masyarakat, jauh
melampaui sekadar persepsi terhadap hukum formal. Temuan ini sangat mendukung penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Albaity & Rahman (2021) yang membuktikan bahwa kepercayaan (trust) merupakan prediktor
kunci yang memediasi keputusan nasabah. Lebih lanjut, tingginya pengaruh kepercayaan membenarkan
kekhawatiran Trisanty et al. (2024) bahwa apabila lembaga gagal menjaga transparansi, tingginya skeptisisme
publik akan dengan cepat membunuh minat adopsi masyarakat.

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat secara Simultan
terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan
Kepercayaan Masyarakat secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap minat masyarakat
menggunakan Pegadaian Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa terbentuknya minat masyarakat tidak bisa
hanya mengandalkan satu faktor tunggal, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen. Secara teoritis,
hal ini mengonfirmasi konsep pembentukan minat oleh (Kotler & Keller, 2016), di mana keputusan konsumen
dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan eksternal dan internal. Persepsi Qanun Syariah dan Edukasi Pemerintah
mewakili faktor eksternal (regulasi dan literasi), sementara Kepercayaan Masyarakat menjadi jangkar psikologis
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(faktor internal). Kolaborasi ketiga faktor ini membuktikan bahwa regulasi syariah hanya akan sukses
meningkatkan inklusi keuangan dan perekonomian daerah, sebagaimana pandangan Farah et al. (2025) dan
Menne et al. (2023), apabila keberadaan aturan tersebut (Qanun) diperkuat oleh edukasi dari pemerintah serta
kemampuan Pegadaian Syariah merawat kepercayaan nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan
Pegadaian Syariah di Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi
lebih kuat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dan kepercayaan masyarakat. Persepsi terhadap Qanun
Syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat, sedangkan edukasi pemerintah
dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang
paling dominan dengan nilai Standardized Beta sebesar 0,582. Secara simultan, ketiga variabel tersebut
berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Pegadaian Syariah dan mampu menjelaskan 78,3% variasi
minat masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 perlu
disertai implementasi yang mampu meningkatkan pemahaman dan membangun kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil disarankan untuk
memperkuat implementasi Qanun Syariah melalui program edukasi dan literasi keuangan syariah yang lebih
intensif, terarah, dan mudah dijangkau masyarakat. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya menekankan keberadaan
regulasi, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai manfaat, mekanisme, produk, akad, serta
perbedaan layanan Pegadaian Syariah dengan layanan keuangan konvensional. Pemerintah daerah juga perlu
memperkuat kolaborasi dengan Pegadaian Syariah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
untuk memperluas jangkauan edukasi. Sementara itu, Pegadaian Syariah perlu mempertahankan dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi transaksi, profesionalisme pelayanan, keamanan,
serta konsistensi penerapan prinsip syariah, mengingat kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam
membentuk minat masyarakat. Hal ini selaras dengan kerangka penelitian yang menempatkan edukasi
pemerintah sebagai bentuk implementasi kebijakan dan kepercayaan sebagai keyakinan terhadap
profesionalisme, transparansi, keamanan, dan kepatuhan syariah lembaga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Kabupaten Aceh
Singkil dan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling, sehingga
hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas terhadap seluruh masyarakat Aceh. Selain itu, model
penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu persepsi Qanun Syariah, edukasi pemerintah,
dan kepercayaan masyarakat, sementara masih terdapat 21,7% variasi minat yang dapat dijelaskan oleh faktor
lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah responden serta
mempertimbangkan variabel lain seperti literasi keuangan syariah, religiusitas, kualitas pelayanan, aksesibilitas,
promosi, dan persepsi manfaat. Pendekatan kualitatif atau mixed methods juga dapat digunakan untuk menggali
secara lebih mendalam alasan masyarakat dalam memilih atau tidak memilih layanan Pegadaian Syariah.
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